SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44 /93 /KPTS/2026
TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Tahun 2026;

1.

o

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);



Menetapkan :

KESATU

. 1

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 2);

. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
55 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.
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KEDUA . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Keputusan Gubernur disampaikan kepada :

©ONOG R LN

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

Kepala Dinas Perhubungan;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Kepala Dinas Kesehatan;

Kepala Dinas Pendidikan;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;

10. Kepala Badan Kepegawaian;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

421 199003 2 003
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR  188.44/93/KPTS/2026
TANGGAL 3 FEBRUARI 2026

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2026

No.

Judul

Instansi /Dinas Pemrakarsa

[

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat

Pemberian Beasiswa

Biro Kesejahteraan Rakyat

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

Tahun 2026-2030

Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

Pemberian Subsidi Angkutan Perkotaan
Dengan Skema Pembelian Layanan Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Dinas Perhubungan

Pemberian Subsidi Pelayanan Angkutan
Gratis Untuk Anak Sekolah dan Masyarakat
Dengan Skema Pembelian Layanan Yang
Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi

Sumatera Utara

Dinas Perpustakaan dan Arsip

_~<i

Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan
berbasis inklusi Sosial di Provinsi Sumatera

Utara

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan




= s

Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

10.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

11.

Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Simalem

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

148

Pengadaan Barang Jasa Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Simalem

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

13.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Simalem

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

14.

Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Simalem

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

15.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit

Umum Simalem Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

16.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

17.

Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan
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18.

Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

19,

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

20.

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

[\
o

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan
Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan

22,

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Muhammad Ildrem

Dinas Kesehatan

23,

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara

Dinas Pendidikan

24.

Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pendidikan

Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan
Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara

Dinas Pendidikan

Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri Dinas Pendidikan Provinst Sumatera

Utara

Dinas Pendidikan
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7. Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan | Dinas Pendidikan
Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara
28. Petunjuk Teknis Pemberian Sumbangan | Dinas Pendidikan
Pendanaan Pendidikan Gratis Pada Sekolah
Menengah  Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
29, Mata Pelajaran Marsipature Hutana Be | Dinas Pendidikan
Sebagai Muatan lokal Wajib Pada Jenjang
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
30. Klinik Badan Usaha Milik Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Kependudukan dan
Catatan Sipil
31. Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara | Badan Kepegawaian
Beprestasi
32, Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan | Badan Perencanaan

Berketahanan Iklim Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




